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Sumenep - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur pastikan tindak lanjuti
pengaduan yang dilayangkan Laskar Anti Korupsi (DPD LAKI Jatim), terkait

Ombudsman akan panggil pihak terkait dalam dugaan maladministrasi Pembangunan Lapangan Futsal Desa
Talango, Sumenep, Madura, Jawa Timur (c) rfaditya



dugaan penyimpangan administrasi pada pembangunan lapangan futsal di Desa
Talango, Kecamatan Talango, Sumenep, Madura.

Rencana pemanggilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur terhadap pihak
terkait dugaan penyelewengan administrasi pembangunan lapangan futsal Desa
Talango, yang diadukan DPD LAKI Jatim, terungkap saat dihubungi awak media,
Senin (17/01).

"Ya betul, kami sudah terima surat pengaduan Laskar Anti Korupsi. Untuk proses
lebih lanjut, kemungkinan minggu depan kami akan memanggil para pihak,"
jawab Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Diketahui sebelumnya, DPD LAKI Jatim mengirimkan surat aduan ke
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, atas dugaan Maladministrasi yang
dilakukan Pj. Kades Talango, dalam proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan lapangan futsal di desa tersebut. 

Hal itu dibuktikan dengan adanya tanda terima surat pengaduan dari
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, tertanggal 12 Januari 2021, yang
ditunjukkan Bagus Junaidi Ketua DPD LAKI Jatim, kepada Jurnalis.id, Jum'at
(14/01).

“Ya, sudah kami adukan ke Ombudsman, dan kami juga sudah mengantongi
tanda terima surat pengaduan. Ini, bisa dilihat sendiri,” ujar Ketua DPD LAKI
Jatim seraya menyodorkan bukti penerimaan aduan.

Sebab, kata Bagus Junaidi, dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Desa
(DD) itu, diduga kuat terjadi pelanggaran adminitrasi. Dimana dalam proses
pencairan yang dilakukan oleh Pj. Kades Talango tidak mengikuti aturan yang
ada.

“Harusnya dalam proses pencairan itu, dibagi berdasarkan progres pekerjaan.
Biasanya termyn pertama 40%, termyn kedua 40?n terakhir 20%. Bukan
dicairkan sekaligus," jelas Edy LAKI, panggilan tersohornya.

Kemudian, Edy LAKI mengatakan, proses pengerjaan yang dilakukan oleh pihak
ketiga alias pemborong, jelas menyalahi aturan penggunaan DD yang sifatnya
pemberdayaan masyarakat.

"Proyek desa yang menggunakan DD harus memberdayakan masyarakat
setempat, bukan kontraktual. Jangan disamakan dengan anggaran kecamatan,
Pj. Kades Talango pastinya paham itu," tegasnya.

Ketika ditanyakan, mengapa tidak langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib,
Edy LAKI mengaku, jika saat ini pihaknya merasa perlu mendapatkan
rekomendasi dari Ombudsman terkait pelanggaran dari sisi administrasi.

"Lewat Ombudsman ini pembuktian dimulai. Jika nantinya ada pelanggaran
secara administrasi maka kita langsung lanjutkan pada proses pidana, apakah ke
Polres atau ke Kejaksaan, kita pertimbangkan nanti," ungkapnya.

Pj. Kades Talango yang saat ini menjabat Camat Dungkek, yang diminta
tanggapannya atas pengaduan yang dilayangkan DPD LAKI Jatim ke



Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, mengaku tidak mempermasalahkannya.

"Tidak saya cairkan sekaligus, tetapi dua tahap. Pertama 180 jutaan dan kedua
200 juta sekian, masih ada sisa dari anggaran sejumlah 450 juta," katanya,
Jum'at (14/01).

Menurut Camat Dungkek, saat menjabat Pj. Kades Talango, dirinya sudah
bekerja sesuai aturan dalam proses pembangunan lapangan futsal dan merasa
tidak ada masalah.

"Progres pembangunan sudah 80 persen lebih. Hanya tinggal pekerjaan rabat
lapangan, untuk atap sudah siap materialnya cuma belum dipasang," dalih eks
Pj. Kades Talango itu.

Mengenai proses pembangunan lapangan futsal yang dikerjakan oleh pihak
ketiga, Camat Dungkek beralasan karena dari pihak desa tidak ada yang mampu.

"Saya sebatas meminta bantuan kepada rekanan, kareana dari masyarakat tidak
ada yang mampu dan tak memiliki kualifikasi teknis untuk mengerjakan itu
(pembangunan lapangan futsal, red)," tukasnya.

Dari penelusuran Jurnalis.id pada pembangunan lapangan futsal Desa Talango,
terlihat progres pekerjaan belum mencapai 60 persen serta masih banyak
material yang belum digunakan tertumpuk di lokasi.


